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Dengan menggunakan fasilitas umum Pedagang Kaki Lima telah melanggar Qanun No 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 13 yang menyebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima dilarang merombak, menambah,
mengubah fungsi dan fasilitas lokasi PKL yang disediakan dan atau ditentukan oleh Pemerintah Kota
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima yang berjualan diatas
trotoar jalan Universitas Syiah Kuala belum dilaksanakan, hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pedagang kaki lima
yang berjualan diatas trotoar jalan Universitas Syiah Kuala, upaya penanggulangan terhadap pedagang kaki lima yang berjualan
diatas trotoar jalan Universitas Syiah Kuala.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan
dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa Qanun no 3 Tahun 2007, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang ada
relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai dan menganalisa
data yang di berikan oleh Responden dan Informan.
Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan skripsi ini diketahui bahwa karena masih kurangnya pemahaman masyarakat akan
Qanun no 3 Tahun 2007 tersebut sehingga banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Hambatan dalam
menegakkan sanksi bagi pedagang kaki lima dikarenakan kurangnya fasilitas anggota personil penegak hukum yang bertugas di
lapangan, kemudian opsi yang diberikan oleh pemerintah untuk menanggulangi pedagang kaki lima adalah dengan memberikan
kawasan baru bagi pedagang kaki lima serta memberikan sosialisasi mengenai larangan berjualan di atas trotoar.
Disaran kan sanksi yang diberikan lebih tegas. Serta memiliki fasilitas yang memadai untuk Satpol PP sehingga memudahkan para
petugas dalam menertibkan pedagang kaki lima. Perlu adanya sosialisasi bagi para pedagang dalam hal tempat-tempat yang
dilarang berjualan di seputaran Kota Banda Aceh, agar masyarakat ataupun pedagang yang hendak berjualan mengetahui
tempat-tempat atau sarana umum yang dilarang untuk melakukan kegiatan jual beli. Serta perlu adanya kesadaran dari diri sendiri
agar tidak adanya pelanggaran yang terjadi.
